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ABSTRAK

: Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (4)

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor S5 Tahun 2017
Tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/Atau Walikota dan
Wakil Walikota, bahwa Pembatasan pengeluaran Dana
Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh untuk
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Keputusan
KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota dengan memerhatikan
hasil rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf (a) di
atas, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota
Bengkulu tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye
Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu Tahun
2018.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota
Bengkulu ini adalah : Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,
Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10
Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5898) ; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan
Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa
kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun
2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) ;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,
Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) ; Undang-



Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,
Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) ; Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,
Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898); Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun
2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, Dan/ Atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018,
sebagaimana terakhir diubah menjadi Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018
tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tahapan, Program dan Jadwal
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati, Dan/ Atau Walikota dan Wakil
Walikota Tahun 2018; Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017
tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan
Wakil Walikota; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota
Bengkulu Nomor : O01/HK.03.1-Kpt/1771/KPU-Kot/VII/2017
tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan
Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu Tahun 2018;
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu Nomor :
04/HK.03.1-Kpt/1771/KPU-Kot/X/2017 tentang Pedoman
Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil
Walikota Bengkulu Tahun 2018; Keputusan Komisi Pemilihan
Umum Kota Bengkulu Nomor : 05/HK.03.1-Kpt/1771/KPU-
Kot/X/2017 tentang Pedoman Teknis Dana Kampanye Pemilihan
Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu Tahun 2018;

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu
Nomor: : 75 /HK.03.1-Kpt/1771/KPU-Kot/I1I/2018 : Menetapan
Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Dalam Pemilihan
Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu Tahun 2018:

1. Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Memperhitungkan
metode Kampanye, jumlah kegiatan Kampanye, perkiraan
jumlah peserta Kampanye, standar biaya daerah, bahan
Kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi
geografis, logistik, dan manajemen Kampanye/konsultan;

2. Batasan Pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon
Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu
Tahun 2018 sebanyak Rp. 17,688,889,500,- (Tujuh Belas
Miliar Enam Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Delapan
Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah)
untuk setiap pasangan calon,;

3. Perhitungan Pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana
dimaksud DIKTUM KEDUA tercantum dalam lampiran I
keputusan ini, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari



keputusan ini;

4. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan
dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat
kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

CATATAN Keputusan KPU Kota Bengkulu ini berlaku sejak tanggal
diundangkan pada tanggal 14 Februari 2018



